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PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

Menimbang oA

Mengingat

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO

NOMOR 5 TAHUN 2001
TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

0.

WALIKOTA MOJOKERTO

bahwa dalam rangka mendukung penvelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan serta pelaksanaan bidang -
bidang terlentu agar dapat berjalan lancar guna peningkatan
pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu menetapkan
Pembentukan, Kedudukan , Tugas Pokok dan Fungsi
Struktur Organisasi Badan dan Kantor sebagai unsur
penunjang Pemerintahan Daerah ;

bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana huruf a.
perlu diadakan penyesuaian dengan  Undang-undang

"Nomor 22 Tahun 1999  Pasal 68 avat (1), dengan

menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah.

Undang-undang Nomor 17  Tahun 1950  tentany
Pembentukan Daerah Kota Kecil —Dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Baral;

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999  tentang
Peomerintahan Daerah (Lembaran  Negara Tahun 1999
Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999  tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Daerah (Lembaran  Negara Tahun 1999 Nomor 72
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3348);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982  tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Il
Mojokerto {Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74.
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000  tentanyg
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebaga:
Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentany
Pedoman Organisasi Perangkat Daerah {Lembaran Negarda
Tahun 2000 Nomor 165) ;



~ienetapkan
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7. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah
Nomeor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi dan
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Xota.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKLRTO TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA TEKNIS DAERALL
BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Daiam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan
a. Kota, adalah Kota Mojokerto ;
b. Pemerintah Kota, adalah Pemerintah Kota Mojokerto ;
c. Walikota, adalah Walikota Majokerto ;

d. Sekretaris Daerah Kota, adalah Sckretaris Daerah Kota
Mojokerto ;

e. Badan/Kantor, adalah Lembaga Teknis Daerah Kotz
Mojokerto  yang mempunyai fungsi koordinasi  dan
pervmusan  kebijaksanaan  serta fungsi  pelavanan
masyarakat ;

f. Kepala Badan/Kantor, adalah Kepala yang memimpin
Badan/Kantor sebagai unsur penunjang lerangkat Daerah
Kota Mojokerto.

BAB I

PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Perataran Daerah ini, dibentuk Lembapa Teknis
Daerah, yaiiu

[. Badan Perencanaan Pembangunan;
Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masvarakat ;

[

Badan Pemberdayaan Masyarakat ;
Badan Pengawasan ;

Badan Penelitian dan Pengembangan ;

e W

Badan Kepegawaian ;

Kantor Pengolahan Data Elektronik ;
Kantor Arsip ;

Kartor Satuan Polisi Pamong Praja ;

wo=

e

10, Kantor Lingkungan Hidup.



BAB I11
KEDUDUKAN
Pasal 3

(1) Badan/ Kanior merupakan perangkat daerah sebagai
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unsur penunjang Pemerintah Daerah ;

Badan,/ Kantor dipimpin oleh seorang Kepala yang dadam
melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung
jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Koto /

BAB IV
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu

Badan Perencanaan Pembangunan

Pasal 4

Badan Perencanaan Pembangunan Kota mempunyai tugas
pokok membantu Walikota dalam penyelenggaraan
Pemerintahan Kota dibidang perencanaan Pembangunan
Daeral serta penilaian pelaksanaannya ;

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksic

pada ayat (1), Badan Perencanaan Pembangunan

mempunyai fungsi

a. Pernmusan kebijasanaan teknis dalam  Lingkup
Perencanaan Pembangunan Daerah ;

b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan

- Kota.

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan

terdiri atas

a. IKepala;

b, Sckretariat, terdiri atas

1. Sub Bagian Kepegawaian;
2. Sub Bagian Umum ;
3. Sub Bagian Keuangan.

“¢. Bidang Penyusunan Program dan Pelaporan, terdin

nias
1 Sub Bidang Penyusunan Rencana Kegiatan dar
Pengumpulan Dala :

2. Sub Bidang Analisa dan Pelaporan.
d. Bidang Perencanaan Pembangunan I, terdiri atas
1. Sub Bidang Pertanian ;

2. Sub Bidang Perindustrian, Perdacangan,
Pertambangan dan Energi ;

3. Gub Bidang Koperasi dan Pengusaha Keci:
Menengah.
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e. Bidang Perencanaan Pembangunan 11, terdici atas :

1. Sub Bidang Perhubungan, Pariwisata, Sen: dan
Budaya ;

2. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Sumber Quya
Lingkungan ;

3. Sub Bidang Pemukiman, Pengembangan Wilayah
dan Perencanaan Pembangunan Daerah Bawahar..

f. Bidang Perencansan Pembangunan 111, terdiri atas -
1. Sub Bidang Agama, Pendidikan dan Kebudayaan ;
2. Sub Bidang Kependuditkan dan RKKBN ;
3. Sub Bidang Keschatan dan Kesejohteraan Sosial.
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Susunan  Organisasi  Badan  Perencanaan
Pembangunan edalah sebageimana tercantum  dalun
Lampiran I dan merupakan bagian yang Hdak terpisaiban
dari I'evaturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 5

Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
mempunyai tugas pokok membantu Walikota  dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Kota dibidang Kesatian

dan  Perlindungan Masyarakat lerdasarkan

Hea2: N
kebijakan yang ditetapkan Walikota ;

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaks:d
pada ayat (1), Badan Kesatuan Bangsa dap Perlindungan

Masyareket memnpunyai fungsi -
a. Perumusan kebijokan teknis dibidang Kesatuan Bangsa
dan Perlindungan Masyarakat ;

b. Pelayanan penunjang penyelenggarnan Pemerintalmm
Kota.

Susunan  Organisasi  Badan  Kesatunn  Bangsa  dan
Perlindungan Masyarakat, terdiri atas

2. Kepala;
1, Sckrelariat, terdiri atas
1. Sub Bagian Kepepawsian dan Umin ;
2. Sub Bagian Program ;
3. Sub Bagian Keuangan,
¢. Bidang Perlindungan Masyaraka®, tordiri afas
1. Sub Bidang Kesiagaan ;
2. Sub Bidang Penanggulangan ;

3. Sub Bidang Peningkatan Sumber Dava Manu.is
Satuan Perlindungan Masyarakat.
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d. Bidang Kesatuan Bangsa, terdiri atas
1. Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga ;
2, Sub Bidang Kesatuan Bangsa dan Ideclogi ;
3. Sub Bidang Demokratisasi.

e. Bidang Penanganan Masalah Aktual, terdiri atas
1. Sub Bidang Politik ;
2. Sub Bidang Sosial, Ekonomi dan Budaya ;
3. Sub Bidang Sosial Kemasyarakatan.

Bagan Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan
Perlindungan Masyarakat adalah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I T dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daeraluini.

Bagian Ketiga

Badan Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 6

Badan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas
merurauskan  dan  menyusun  bahan  kebfjakan
Pemberdayaan Masyecakat yang meliputi pengembangan
saana  prasarana, pengembangan institusi  dan
pemberdayaan masyarakat ;

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Badan Pemberdayaan Masyarakat

mempunyai fungst
a. Perumusan  kebijakan  teknis  dalam lingkup
Pemberdayaan Masyarakat;

b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan
Kota. ‘
Susuman Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat,
terdiri atas
a. Kepala;
b. Sekretariat, terdiri atas :
1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
2. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan ;

3. Sub Pagian Keuangan.
¢. Bidang Ketahanan Masyarakat, terdliri atas
J. Sub Bidang Kelembagaan dusyarakat;
2. Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia ;
3. Gub Bidang Ketatalaksanaan.
d. Bidang Sosial Budaya Masyarakat, terdiri atas
1. Sub Bidang Motivasi dan Swadaya Gotong Royong ;

2. Sub Bidang Peningkatan dan Pemberdayaan
Perempuan, Anak dan Rewnaja ;
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3. Sub Bidang Tradisi den Budaye Masyarakatb

e. Bidang Usaha Ekonomi dan Pemanfzatan Teknolom
Tepat Guna, terdiri atas : .

1. Sub Bidang Perkreditan, Produksi dan Pernasaran ;

2. Sub Bidang Bantuan Pembangunan dan Ekonuri
Keluarga dan Masyarakat;

3. Sub Bidang Kajian dan Pemanfeatan Teknolug
Tepat Guna.

Bagan Susunan Organisasi  Budan  Pemberdavean
Masyarakat adalah scbagaimsna ‘tercantum  daiam
Lampiran [ I I dan merupakan bagian yang tidak terpisah-
kat: dari Feraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Badan Pengawasan

Pagal 7

Badan Pengawasan mempunyai tugas pokok membantu
Walikota dalamn  penyelenggaraan Pemerintahan Yot
dibidang pengawasan ;

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
pada ayat{1), Badan Pengawasan mempunyai fungsi

a. Perumusan kebijakan tekais dibidang pengawasen;

b. Prleyanan penunjing penyelenggaraan Pemerint-han
Kota,

Susunan Organisast Badan Pengavasan, terdiri atas
a. Kepaia;
b. Sekretariat, terdiri atas
1. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan
2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
3. Sub Bagian Keuangan.
¢. Bidang Pemerintshan Umum, Aparalur dan Agraria,
terdiri ates
1. Sub Bidang Pemerintahan Umum;
2. Sub Bidang Pemerintahian Daerah;
3. Sub Bidang Aparatur dan Kelembz gaan ;
4. Sub Pidang Agraria.
d. Bidang Keuangan, Perekonomian dan Ussha Paeraly,
terdiri atas :

1. Sub Bidang'PengeIoln Keuangan Pusat;

2. Sut Bidang Pelaksanaan dan Perhitngan Angparan
Daerah ;

3. Sub Bidang BUMD dan Pendapaton ;
4. Sub Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain.
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¢. Bidang Perlengkapan, Peralatan dan Kekayaan Daerah,
terdiri atas :
1. Sub Bidang Perlengkapan dan Peralatan Pusat ;
2. Sub Bidang Perlengkapan dan Peralatan Daerah ;
3. Sub Bidang Kekayaan Daerah.
f. Bidang Pembangunan, terdiri atas :
1. Sub Bidang Pembangunan Kota ;
2. Sub Bidang Proyek Program Bantuan Pembangunan
Kota ;
3. Bub Bidang Pembangtman Kelurahan dan Pslita
Nasional.

g- Bidang Kesatuan Baugsa dan Perlindungan Masyarakat,
ferdiri atas

1. Sub Bidang Kesatuan Bangsa;
2. Sub Bidang Perlindungan Masyarakat.
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Susunan Crganisasi Badan Pengawsasan adaiah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1V dan merupa-
kan bagian yang tdak terpisahkan dari Peraturan Daerah
i

Bagian Kelima

Badan Pcenelitian dan Pengembangan

Pasal 8

Badan Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas
pokok membanta Walikota dalam  penyelenggaraan
dibidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Kota ;

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksuad
pada ayat (1), Badan Penelitan dan Pcngembangan

mempunyai fungsi

a. Perumusan kebifakan teknis dibidang Penelidan dan
Pengembangan;

b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan
Kota.

Susunar Crganisasi Badan Penelitian dan Pengembangan.
terdiri atas

a. Kepala;

b. Sekretariat, terdiri atas
1. Sub Bagian Umum dan Keuangan ;
2. Sub Bagian Program, Dokumentasi dan Statistik,

¢ Bidang Temerintuhan, Politk dan Kemasyerakatan,
terdiri atas '

1. Sub Bidang ‘Pemerintahan Unwm dan Qlonomi
Daerah ;
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2. Sub Bidarg Aparatur Pemerintah ;

3. Sub Bidang Sosial Politik ;

4. Sub Bidang Sosial Budaya.
d. Bidang Ekcnomi, Keuangan dan Pembangunan, terdiri

_atas

1. Sub Bidang Perekonomian ;

2. Sub Bidang Keuangan Daerah;

3. Sub Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup ;

4, Sub Bidang Teknologi Tepat Guna.
e. Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagan Susunan Organisasi Badan DPcneliian dan
Pengembangan adalah sebagaimana- tercantum  dalam
Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisah-
kan dari Peraturan Daerah ini. '

Bagian Keenam

Badan Kepegawaian

Pasal 9

Badan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu
Walikota dalam melaksanakan manajemen Pegawai Negeri
Sipil dan Peningkatan Sumber Daya Manusia sesuai
dengan Peraturan Daerah dan ketentuan perundang-
undangan serta kebij akan Walikota ;

[ntik melaksanakan tugas pokok sebagalmina dimalksud
pada ayat (1), Badan Kepegawaian memypunyal fungst :

a. Perwmusan kebijakan teknis dibidang Kepe gawaian ;

b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan
Kota.

Susunan Orgardisasi Badan Kepegawaian, terdird atas
a. Kepala;
b. Sekretariat, lerdiri atas
1. Sub Bagian Penyusunan Program ;
2. Sub Bagian Keuangan; o
3. Sub Bagian Administrasi Umuom.
c. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan  Mutasi
Pegawai, terdiri atas
1. Sub  Bidang - Pengadaan dan  Pemberhentian
Pegawai;
2. Sub Bidang Mutasi Pegawai.
d. Bidang Pengembangan Pegawai, terdiri atas
1. Sub Bidang Formasi Pegawai dun Pembinaan
Disiplin Pegawai;
2. Sub Bidang Pendidikan dan Latihar.
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e. Bideng Dokumentasi den Informasi Kepeogaweaisn,
terdiri atas
1, Sub  Bidang Inventarisas: den Analisa Daia
Pegawai ;
2. Sub PRidang Penyajian den Pelayanan Informasi.

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Susunan Organisasi Badan Kepegawaian adalah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran V I dan meria-
kan bagian yang tidak terpisahkan (ari Peraturan Dasech
ini.

~ Bagian Ketujuh
¥antor Pengolahan Data Flektronik

Pasal 10

Kantor Pengolahan Data Elektronik mempunyai tigac

pokok inembantu Walikota dalam  penvelenggare»n

ditidang Pengolahan Data Elekironik ;

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dirmaksud

pada ayat (1), Kantor Pengolahan Data Elektronik

mempunyai fungsi :

8. Perumnusen  keldjakan  teknis dibidang Pengolatan
Data; -

b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintaran
Kota. '

 Susunan Organirasi Kantor Pengolahan Data Flektiowi,

terdiri atas @

a. Kepala’;

b. Sub Bagian Tata Usaha ;

c. Seksi Data Masukan ;

. Seksi Pelayanan Data ;

e, Kelomypok jabatan Fungsional.

Bagun Susunan Orgunisasi Kantor Pengolahan Data
Elektronik adalah sebagaimana tercantum dalam Latapir-
sn V IIdan merupakan bagian yang tidak terpisahiar
dari Peraturan Daerah ini,

Bagian Kedelapan
Kantor Arsip

Pasal 11

Kanior Arsip mempunyai tugas pokok membaniu
Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan kota
dibidang Kearsipan ;

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimakes:.d
pada ayat (1), Kantor Arsip memnpunyai fungsi

a. Pernmusan kebijokan beknis sesuai lingkap keavupan

daerah ;
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b. Penyelenggaraan pembinaan bidang kearsipan ;

Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan
Kota dibidung kearsipan.

d. Pengolahah dan pengelolaan arsip inaktif ;
Alkuisisi, pengolahan dan pelestarian arsip statis

f. Penyelenggaraan layanan informasi dan jaringan
informasi arsip statis ;

g. Pembinaan tenaga fungsional arsiparis di lingkungan
kota.

Susunan Organisasi Kantor Arsip, terdiri atas

Kepala ; '

Sub Bagian Tata Usaha ;

. Seksi Pembinaan Kearsipan ;

d. Seksi Pengolahan Arsip Inaktif dan Statis ;

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Susunan Organisasi Kantor Arsip adalah sebagai-
mana tercantum dalam Lampiran V111 dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

i
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Bagian Kesembilan
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 12

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas
pokok membantu Walikota dalair  penvelenggaraan
Peinerintahan Kota dibidang ketentraman dan ketertiban ;

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

mempunyai fungsi

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Satuan Polisi
Pamong Praja; -

b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan
Kota.

Susunan Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja,

terdiri atas

a. Kepala;

b. Sub Bagian Tata Usaha ;

¢. Pembinaan Operasional ;

d. Seksi Penyidikan dan Penuntutan;

2. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Susunan Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong
Praja adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.



Bagian Kesepuluh
Kantor Lingkungan Hidup

Pasal 13

(1) Kantor Lingkungan Hidup " .mempunyai tugas pokok
membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan
Kota dibidang pencegahan dan penaggulangan pencemar-
an lingkungan serta pelaksanaan pengawasan dampak

lingkungan ;

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
ada ayat (I). Kantor Lingkungan Hidup mempunyai
mgsi ¢
a. DPerumusan kebijakan teknis dibidang pencegahan dan

pencemaran lingkungan ;
b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan

Kota.
(3) Susunan Organisasi Kantor Lingkungan Hidup, terdiri
atas
a. Kepala;

b. Sub Bagian Tata Usaha ; . :
¢ Seksi Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan ;
d. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Kualitas

Lingkungan ; .
e. Seksi Pemantauan dan Pemulihan Kualitas Lingkung-
an,

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

3) Bagen Susunan Organisasi Kantor Lingkungan Hidup
adalah sebagaimana tercantum dalain Lampiran X dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan

Daerah ind.

Bagian Kesebelas e
Sekretariat, Bidang dan Sub Bidang Pada Badan

Pasal 14

Tiap-tiap Sekretariat, Bidang dan Sub Bidang masing-masing
dipimpin oleh Sekretatis, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang
yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Badan.
Bagian Keduabolas

Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi Pada Kantor

Pasal 15

Sub Bagian dan Seksi pada Kantor masing-masing dipimpin
oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada dibawali

dan bertanggung jawab kepada Kepala ¥antor.



BAB V
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

DALAM JABATAN
g Pasal 16
(1) Kepala Badan dan Kantor diangkat dan diberhentikan oleh

Walikota ;

(2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidanf];q, Kepala Sub
ng’an dan Kepala Sekst diangkat dan diberhentikan oleh
Gokretaris Daerah dengan memperhatikan usulan datj
Kepala Badan atau Kantor atas pelimpahan kewenangan

dari Walikota ;

(3) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan
sesual dengan peraturan perundang-undangan  yang
berlaku.

BAB VI
KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 17

Peniabaran tugas pokok dan fungsi Badan dan Kantor
ditetapkan olel Walikota.
Pasal 18

(1) Pembentukan Lemb&lﬁg Telnis, sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 dapat dilakukan perubahan setelah diadakan
evaluasi dan tidak bertentangan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

(2) Hal-hal yang belum dlatulr akcslalam Perat&ran Daerah ini,
sepanjany, menyangkut pelaksanaannya axan diatur lebih
lanjut] olgh Waﬁkogfu

BAZ VI

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19 .

akunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan

Dengan berl
mengatur ketentuan tentanyg Pembentukan,

Daerah _yan

Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi
Bacan dan Kantor di Lingkungan Kota Mojokerto  tidak
berlakuw

Pasal 20 -
turan Daerah ini mulai berlaku pa da tanggal dinndangkan.

Agar  setiap  orang  meh etahuinya,  memerintahkan
& sundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lerbaran Daerah Kota Mojokerto

Pera

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal* = 30 Janueri 2001
WAL]K_OTA MOJOKERTO
. Cap. Ttd
TECOEH SQEJONO, S.H.



Diundangkan di Mojokerto
pada tanggel 1 Pebruari 2001

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA MQOJOKERTO
Cap. ttd

Ir. BACHTIAR SUKO KARJAD)I
Pembina
" NIP. 010173 203

T "MBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTC TAHUN 2001 NOMOR 5
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LAMPIRAN V I PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
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LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KOTA MCOJOKERTO
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